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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Seluruh capaian kinerja di lingkup Eselon | Ditjen IKP telah memenuhi
bobot 100%. Sebanyak 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran program Ditjen
IKP telah memenuhi target. Pencapaian kinerja di lingkup Eselon | tersebut

mendukung (berkorelasi) terhadap pencapaian target Indikator Kinerja

Kementerian (IKK) Kemenkominfo. Kondisi itu menandakan bahwa capaian

kinerja di lingkungan Ditjen IKP sudah memenuhi target yang direncanakan.

NO Indikator Kinerja Sasaran Target Capaian Presentase
Program Eselon | 2024 Kinerja Capaian
1 | Persentase (%) Kepuasan 79 86,83 109,91%
Masyarakat Terhadap Akses
Informasi Publik Terkait
Kebijakan dan Program
Prioritas Pemerintah.
2 | Persentase (%) Kepuasan 79 85,94 108,78%
Masyarakat Terhadap Kualitas
Informasi Publik Terkait
Kebijakan dan Program
Prioritas Pemerintah.
NO Indikator Kinerja Sasaran Target Capaian Presentase
Program Kementerian 2024 Kinerja Capaian
1 | Persentase (%) Tingkat 81% 82% 100,35%

Kepuasan Masyarakat
Terhadap Informasi Publik
Terkait Kebijakan dan
Program Prioritas Pemerintah

Tabel 28. Korelasi Indikator Kinerja Ditjen IKP terhadap IKK Kemenkominfo
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Hasil pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan satuan kerja dan UPT di
lingkungan Ditjen IKP Tahun 2024 sebagian besar telah memenuhi bobot 100%.
Capaian itu menandakan bahwa satuan kerja di lingkup Ditjen IKP secara umum
sudah memenuhi target yang direncanakan. Pencapaian indikator di tingkat
satuan kerja tersebut mendukung terhadap pencapaian target Indikator Kinerja
Ditjen IKP.

Dalam rangka pencapaian proyek prioritas RPJMN 2020-2024 mengenai
penyediaan konten dan akses informasi publik secara merata dan berkeadilan
terutama di wilayah 3T, dengan indikator Persentase (%) tingkat kepuasan
masyarakat di wilayah 3T terhadap informasi publik, maka di tahun 2023
dilakukan penajaman Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Media Publik
dibandingkan tahun sebelumnya. Penajaman itu diperlukan agar pengukuran
kepuasan masyarakat di daerah 3T terkait konten dan akses informasi publik
dapat lebih fokus dan akurat terhadap Masyarakat di wilayah tersebut.
Penajaman itu diperlukan untuk mendorong pengukuran capaian tingkat
kepuasan di daerah 3T melalui metode survei yang sebelumnya seringkali

mengalami kendala keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.

B.Saran
Beberapa perbaikan pada strategi penyampaian dan penyebaran
informasi diperlukan guna meningkatkan kualitas informasi terkait isu-isu prioritas

nasional sebagai berikut:

1. Ditjen IKP Kemenkominfo sebaiknya perlu memanfaatkan seluruh saluran
resmi yang dimilikinya serta berbagai jenis media komunikasi lainnya seperti
media massa konvensional dan media komunikasi luar ruang dalam
melaksanakan kampanye pemasaran dan penyebaran isu-isu prioritas
nasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat
memiliki awareness yang memadai mengenai isu-isu terkini yang telah

dianggap urgensi atau prioritas oleh pemerintah nasional.
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2. Ditjen IKP Kemenkominfo dapat melakukan evaluasi terhadap pendekatan
yang digunakan dalam upaya menarik perhatian masyarakat terkait isu-isu
prioritas nasional. Mengingat mayoritas masyarakat memiliki kecenderungan
untuk tertarik pada informasi yang kekinian/ up-to-date. Ditjen IKP
Kemenkominfo dapat meningkatkan kecepatan penyebaran informasi ke
berbagai platform, terutama dalam situasi darurat atau ketika isu tertentu
menjadi perhatian dan kebutuhan utama masyarakat. Kemampuan untuk
beradaptasi dengan tren dan urgensi isu dapat memberikan dampak positif
terhadap jangkauan dan daya tarik informasi.

3. Hasil survei menunjukkan bahwa isu prioritas nasional yang paling banyak
dipilih adalah mengenai Isu Pemilihan Umum Serentak 2024. Hal ini bisa
disebabkan karena tahun politik yang sudah dekat. Sementara itu, isu-isu
prioritas nasional lainnya masih kurang populer. Hal ini menunjukkan bahwa
Ditjen IKP Kemkominfo perlu mengemas pemberitaan isu-isu menjadi lebih
menarik lagi. Misalnya dengan membuat lebih banyak konten video, sejalan
dengan hasil survei yang menyebutkan bahwa video adalah cara
pengemasan berita yang paling disukai.

4. Masalah yang dialami oleh masyarakat yang tidak mengakses keenam isu
prioritas nasional adalah terkait sumber informasi yang minim. Dengan kata
lain, masyarakat tidak mengetahui mana yang merupakan isu prioritas
nasional atau bukan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Ditjen IKP
Kemenkominfo dapat mempertimbangkan penambahan kategori khusus di
portal berita Ditjen IKP Kemenkominfo sebagai arsip bagi pemberitaan-
pemberitaan yang merupakan isu prioritas nasional. Hal ini dapat
meningkatkan tingkat kejelasan informasi mengenai isu-isu prioritas nasional
dan secara efektif meningkatkan tingkat konsumsi informasi masyarakat
terhadap isu-isu tersebut.

5. Pemberitaan mengenai isu prioritas nasional yang disajikan oleh Ditjen IKP
Kemenkominfo seharusnya bersifat unik dan persuasif. Misalnya dengan
mengintegrasikan pemberitaan isu prioritas nasional dengan program
prioritas nasional yang sedang berlangsung. Hal ini dilakukan untuk
meningkatkan partisipasi yang lebih aktif dari masyarakat dalam mendukung

serta mengadvokasi pemberitaan mengenai isu prioritas nasional tersebut.
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6. Beberapa target kinerja kegiatan tingkat satuan kerja di lingkungan Ditjen
IKP masih ada yang belum tercapai sehingga perlu dilakukan perbaikan di
tahun-tahun berikutnya supaya program dan kegiatan di lingkungan Ditjen
IKP dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Di sisi lain, beberapa capaian
justru jauh melampaui target yang ditetapkan. Berbagai permasalahan itu
perlu diselaraskan di tahun-tahun berikutnya baik berupa targetnya dan/atau
metodenya. Selain itu, korelasi antara indikator kinerja di lingkup satuan

kerja dan UPT perlu lebih dipertajam.
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Daftar Pustaka

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan,
dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan
Informatika.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal
Tahun 2020-2024.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil
Terluar.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Kominfo.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Museum Penerangan.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Monumen Pers Nasional.
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Dokumen Laporan Akhir Survei Akses dan Kualitas Informasi Prioritas Direktorat
Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2024. Ditjen Informasi dan
Komunikasi Publik Kemkominfo bekerjasama dengan Markplus.Inc.

Dok. PTDU Daerah Perbatasan 2015. Kemendes. Indeks Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik (PIKP) Tahun 2023 — Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik.

Laporan Survei Perilaku dan Pemahaman Pemirsa GPRTV 2023. Ditjen Informasi dan
Komunikasi Publik.

‘Evaluasi Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik”.
https://pantau.kominfo.go.id/pantau/index.php. Diakses 15 Februari 2024.
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Realisasi Anggaran Ditjen IKP TA 2024

Unit Kerja

Pagu Dipa

Blokir

Pagu Dipa
Setelah Blokir

Realisasi Akrual

Sisa Dana

Direktorat Tata
Kelola dan
Kemitraan
Komunikasi
Publik

27.180.676.000

740.000.000

26.440.676.000

26.067.669.827

98,59%

373.006.173

1,41 %

Direktorat
Informasi dan
Komunikasi
Politik Hukum
dan Keamanan

111.540.675.000

1.300.000.000

110.240.675.000

109.231.768.592

99,08%

1.008.906.408

0,92%

Direktorat
Informasi dan
Komunikasi
Perekonomian
dan Maritim

40.856.651.000

40.856.651.000

40.768.998.972

99,79%

87.652.028

0,21%

Direktorat
Informasi dan
Komunikasi
Pembangunan
Manusia dan
Kebudayaan

60.642.100.000

1.367.411.000

59.274.689.000

58.442.237.168

98,60%

832.451.832

1,40%

Direktorat
Pengelolaan
Media

33.754.236.000

150.000.000

33.604.236.000

33.221.626.625

98,86%

382.609.375

1,14%

Sekretariat
Direktorat
Jenderal IKP

73.079.676.000

810.000.000

72.269.676.000

69.066.672.668

95,57%

3.203.003.332

4,43%

Monumen Pers
Surakarta

12.310.050.000

100.000.000

12.210.050.000

11.872.541.733

97,24%

337.508.267

2,76%

Museum
Penerangan TMII

15.472.752.000

100.000.000

15.372.752.000

14.840.796.679

96,54%

531.955.321

3,46%

Jumlah

374.836.816.000

4.567.411.000

370.269.405.000

363.512.312.264

98,18%

6.757.092.736

1,82%
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